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Abstract

The press is a social institution that serves asedium of information,
education, entertainment and social control, whegstence is guaranteed by the
constitution. In carrying out the function of theeps as a tool of social control
such releases require protection of legal certaiihpking at the various cases
involving the press coverage due to legal sewcmemeflected in the lack of
legal certainty. In a dispute between the presk.tte problems that occur when
the press is often associated with the sett emiotiminal use of the Criminal
Code (the Code of Penal Code), instead of Law Moof41999 on the Press. Of
course this makes the press continees«to feel reamstl by the settlement-
settlement press like this, where th¢ pr:ss proldelving using the Criminal
Code (the Code of Penal Code) <iictead of Act Noo#@999 on the Press.
As for the central issue in this.scaidy is how thie rof law against criminal
defamation in the press under th< 2w aumber 4089 on the press and how the
application of criminal sancticiia.ir the resolutmincriminal cases of defamation
in the press.This study uses 7. normative juridical reviewing the general
principles of law, systematic law of comparativer|and legal history. However,
in this study, the authors == more interesteck&mmene the principles of law, that
the benchmarks to bena.2 or perform the appropeaet®ns. Legal materials
collection method ulea by the writer is the redediorary (library research).
Obviously, from this=<tudy we can know the settirgfsthe criminal law of
defamation in thtness based on Law No. 40 of 1@93he Press set out in
Article 5 Paraygiath 2 (Right of Reply) and Articlds Paragraph 2 (Press
Council). Besides, we can also find the applicawdrcriminal sanctions in the
resolution of criminal cases of defamation by thatpd media dissent sentencing
judge anyone based on Law Number 40 of 1999 orPthes and was based on
the Criminal Code (Code of Justice Act Criminal).

A. Pendahuluan

Perkembangan media massa di Indonesia dewasarjalaipesangat cepat,
baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupengpasaan perangkat
lunaknya, hal ini sejalan dengan perkembangan medisa di duniaSalah satu
ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasdia@h adanya jaminan
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kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan befpS@rana yang paling mudah
untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan penddgratberpikir adalah
dengan media cetak.

Dalam tata hukum Indonesia media cetak merupakamdwdari kedaulatan
rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting umtekciptakan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehirgggartekaan mengeluarkan
pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalaal R& Undang-Undang
Dasar 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”, harus benar-
benar dijamin.

Dengan demikian dalam negara yang demokratis tatdagwajiban untuk
menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agapmmenyelenggarakan
kepentingan masyarakatPers merupakan institusi-sasial kemasyarakatag yan
berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, iaatdan kontrol sosial, yang
eksistensinya dijamin berdasarkan konstituBialain. menjalankan fungsi pers
sebagai alat kontrol sosial tersebut pers menghenulindungan kepastian
hukum, namun manakala kepastian hukuviii vang diharapkiak didapatkan
yang terjadi adalah ketidakadilan, hal ini 1oh._yessging terjadi di dunia pers.
Melihat berbagai kasus yang meliba:'an wers akpgmnberitaan dalam hal
penyelesaian hukumnya tercermin tida.vacanya kiepastikun

Dalam persengketaan antara .pers dengan masyarakatagalahan-
permasalahan pers yang terjadi Gaav Ini seringitkdaa dengan tindak pidana
yang penyelesaiannya menggunansn KUHP (Kitab Undlimdpng Hukum
Pidana). Tentu saja hal ini memouat kalangan geus tmerasa terkekang dengan
adanya penyelesaian-penyeiescian masalah perstisaperdimana dalam
penyelesaian masalah pers niciiggunakan KUHP (Kitedaity-Undang Hukum
Pidana) bukan Undang-Uridarig Nomor 40 Tahun 1998rigrPers.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakc'i~pengaturan hukum terhadap tindak pig@mcemaran
nama baik. oicn media cetak berdasarkan Undang-dnéiammor 40
Tahun 1543 entang Pers?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam peaiggleperkara
tindak pidana pencemaran nama baik oleh mediaZetak

2 Bambang Poernomd?ertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum
Pidanaa, Bina Aksara, Jakarta : 1984, Hal. 45.
Ibid.
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C. Pembahasan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemarannama baik
oleh media cetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40ahun 1999
tentang Pers.

Dalam perkembanganyders Indonesia telah mengalami berbagai fase
perjalanan panjang termasuk terhadap hal-hal ysampdap merupakan bentuk
pengekangan terhadap pers, pengekangan terhadapgupsendiri dimulai sejak
tahun 1846, yaitu ketika Pemerintah Kolonial Belmndengharuskan adanya
surat izin atau sensor atas penerbitan pers dividatdakarta), Semarang dan
Surabaya.

Lain halnya ketika zaman orde lama, meski telalaplis dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang pencabpeéi g 2del ordonnantie, pers
Indonesia tidak berarti terbebas dari pengekandandapat 125 (seratus dua
puluh lima) tindakan pengekangan terhadap pzwcawnk didalamnya penutupan
tiga kantor berita, pembredelan sepuluh sura! katmr penahanaan tujuh
wartawan Indonesia.

Pada zaman pemerintah orde »aru pun demikian halgmbredelan,
sensor dan perlunya surat izin terbit jiycdikengkan pada masa pemerintahan
ini. Peraturan Mentri Penerangan (Noror 1 Tahun 188#tang Pers yang
menghadirkan SIUPP (Surat 1zin Uzatia-Penerbitas) Fe&nggap sebagai bentuk
pelestarian pengekangan terhadep prrs. Denganigiefiears yang bebas dan
bertanggungjawab”, SIUPP (Surat 1zin Usaha Perarlters) merupakan jalan
untuk melakukan sensor dan.pemnmbredelan terhadapypeg dinilai tidak sesuai
dengan konsep pemerintaha.: paja waktd itu.

Akan tetapi, perubahan kekuasaan pada tahun 1998&rda baru ke orde
reformasi membuat pers:muilai menemukan kemerdelgaaMenteri penerangan
pada saat itu, Yunus i'¢sfah mencabut pemberlal8laiPP (Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers). Saiav itulah, pers Indonesiatdapagabarkan berita secara
transparan tanpa kel awatiran SIUPP (Surat 1zirh&d$enerbitan Pers) yang
dicabut. Tidak porie takut lagi untuk menampilkakah-tokoh kontroversial
yang menggugét-reaupun berseberangan dengan pehérint

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zamanogregan kemerdekaan
hingga saat ini, pers memainkan peranan pentin@ndamengatasi dan
mempropagandakan eksistensi negara yang bernamablRemdonesia. Oleh
karena itu, baginya ditempelkan stempel pahlawéar ge-4 demokrasi karena
fungsinya yakni mengontrol dan memantau prosesdiiolasi demokratisasi yang
masih belajar merangkak di Indonesia.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 198¢atw Pers untuk
menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196§ j@ah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Keterigientuan Pokok

" Heru SutadiKebebasan Pers = Kebablasan Pers, Sinar Harapan, Jakarta : 2002, Hal. 1.
8 Wahyudi El Pangebea&ategi Wartawan, Forum Kerakyatan, Pekanbaru : 2007. Hal.
103.



Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penjadi tonggak
dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perslaimr karena
desakan masyarakat pers yang menginginkan adamyaagja kemerdekaan pers
yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yanggtikan oleh masyarakat
pers pun akhirnya didapat dan Undang-Undang Norfofahun 1999 tentang
Pers menjadi satu-satunya Undang-Undang yang tidakiliki pengaturan lebih
lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewais Remjadi organ atau
lembaga negara independen.

Pada era demokratis saat ini kebebasan menyatekalapat dan berekpresi
mendapat jaminan dari Pasal 28 Undang-Undang DA4Sd5 menjamin
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengelugrkaran dengan lisan dan
tulisan. Pers yang meliputi media cetak, mediatuteikk dan media lainnya
merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkawoitkengan lisan dan tulisan
tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sehaga diamanatkan Pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibetuk Untlardang tentang Pers.

Fungsi maksimal itu diperlukan karena keinerdekaas pdalah salah satu
perwujudan kedaulatan rakyat dan merupe'“ar, unsuy gangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dar. bernega demokratis. Dalam
kehidupan yang demokratis itu pertangyungjawabapada rakyat terjamin,
sistem penyelenggaraan negara ya.a ‘ransparanngsifiserta keadilan dan
kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemz2rachaan untuk mencari dagnyampaikan
informasi juga sangat penting tnwk mewujudkan Hedasi Manusia yang
dijamin dengan Ketetapan N aje’is Permusyawaratatyd®aRepublik Indonesia
Nomor: XVII/MPR/1998 tenwiig Hak Asasi Manusia, aat lain yang
menyatakan bahwa setiap arang berhak berkomurdikasmemperoleh informasi
sejalan dengan Piagam 2eiserikatan Bangsa-BangsadeHak Asasi Manusia
Pasal 19 yang berbuny :

"Setiap orang-terhak atas kebebasan mempunyai damgehuarkan
pendapat c2lem hal ini termasuk kebebasan menyléadapat tanpa
gangguan;-d-n untuk mencari, menerima, dan menykampamformasi dan
buah pikiran melalui media apa saja dan dengark tid@mandang batas-
batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangating pula untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baiks, kolusi, nepotisme,
maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnyanDalelaksanakan fungsi,
hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormatabad setiap orang, karena
itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikal oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain oleh set@mpng dengan
dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lemblagabaga kemasyarakatan
seperti pemantau medianddia watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai
bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yangang tindih, undang-

® www.hukumonline.com. Anggar&jenggagas RUU Penyelesaian Perselisihan
Pemberitaan Pers, (terakhir kali dikunjungi tanggal 20 juni 2012).



undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudahudidiengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila seseorang telah dirugikan atas pemberitaedia cetak atau telah
tercemar nama baiknya melalui pemberitaan mediakcetenurut Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapasidkah bahwa pers tersebut
telah menyalahi atau melanggar Pasal 5 Ayat 1.

Pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan meeliak atau telah
tercemar nama baiknya melalui pemberitaan mediak cetrsebut berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tdamaggunakan
mekanisme penyelesaian dengan cara:

A. Melalui Hak Jawab Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nonmo40 Tahun
1999 tentang Pers.

Pihak yang merasa dirugikan atas pembcritaan meeliak atau telah
tercemar nama baiknya melalui pemberitaan mediakcéterdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Gap«t meaggn Hak Jawab Pasal
5 Ayat 2 yaitu:

“Hak seseorang atau sekelompok orang untuk menaret&nggapan atau
sanggahan terhadap pemberitacn, berupa fakta yanggiken nama
baiknya”.

Dengan kata lain, Undang-Uruaag Nomor 40 Tahun 199@ng Pers telah
mempertegas pers untuk memiliki si=p yang bertanggwab'!

Perlunya dijelaskan disini-Sxvwa Undang-Undang Nod® Tahun 1999
tentang Perstelah mengakeiiicdeasi beberapa bentuk hak yang hensen
langsung dengan pers yaitu:

a. Hak jawab adalah nak seseorang atau sekelompokg otariuk
memberikan tengaapan atau pun sanggahan terhaashapeptahuan
berupa fakta.vang merugikan nama baiknya.

b. Hak korekst.aalan hak setiap orang untuk mengoraiesi membetulkan
kekeliruan “nformasi yang diberitakan oleh persik k@ntang dirinya
maupun. teniang orang lain.

Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koegks ralat terhadap
sesuatu informasi, data fakta, opini atau gambag yalak benar telah diberikan
oleh pers?

Hak jawab digunakan untuk melengkapi kekurangan kédemahan berita
seperti kelengkapan fakta, tambahan penjelasamengiapi berita sepihak, atau
mempersoalkan akurasi. Dengan menanggapi, meluruski@au melengkapi
informasi dan opini berita yang tidak akurat, dédpkan berita bersangkutan
menjadi seimbang.

Memang, dalam hal ini pengguna hak jawab, adakalamsyarakat merasa
penempatannya dimedia tidak memiliki proporsi yaaga atau tidak seimbang,

19 Juniver Girsangop. cit., Hal. 42.
! |bid. Hal. 43.
'2|bid. Hal. 43.



dalam arti terkadang pihak pers hanya meletakanjdalib dalam rublik surat
pembaca padahal berita sebelumnya yang dianggalp teérugikan itu ditulis

dalam kolom yang besar. Oleh karena itu, menyankgselahan pers yang terlalu
besar, terkadang pihak merasa dirugikan terlebifuldamemberikan somasi
(peringatan, tenguran) dan selanjutnya dapat besmegj hal peletakan kolom
untuk bantahan atau hak jawab.

Pelayanan Hak Jawab biasanya ditempatkan pad& suat pembaca. Jika
Hak Jawab itu proporsional panjangnya dan dituéagan bahasa yang cukup
baik, sebaiknya dimuat secara utuh. Dalam kasug Yatal, karena kelalaian
media yang memang merugikan seseorang, Hak Jawaluliphuat pada halaman
dimana berita sebelumnya dimdat.

Dalam hal pemberitaaan yang merugikan seseorangsakelompok, pihak
yang merasa dirugikan harus memberikan kccempatamk umelakukan
klarifikasi. Dalam pertimbangan hukum lainnya,. iugésebutkan “perlunya
terlebih dahulu pelaksanaan “Hak Jawab” apabilauaebberita dianggap
merugikan”.

Apabila pers tidak menaati ketentuan pengguna &akly, dalam arti pers
tidak mau menjalankan perintah yang telah riwajbkialam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pv‘s dapat dradeagan ketentuan pidana
Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomcr.4¢ Tahun 188&hg Pers, yaitu:

“Perusahaan pers yang melenagar ketentuan Pasghb 1Adan Ayat 2,
serta Pasal 13 dipidana “denjan pidana denda pdlamgyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus.i 1ita repiah).

Ketentuan ini dirasake=. sidah cukup berat bagi, papalagi bagi
perusahaan pers yang bersi:ala kecil, pidana desfsksa Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah),. misalnya, sudah pasti alajangsung mematikan
kehidupannyd'

B. Melalui Dewan Per. Fasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nwr 40 Tahun
1999 tentang Pers.

Mekanisme.la'n yang dapat ditempuh oleh masyarakat pihak yang
merasa telah diruaikan oleh pemberitaan media cetalain penyelesaiannya
secara langsung dengan pers yang bersangkutan hadalengajukan
permasalahannya kepada Dewan Pers. Undang-UndamgrMNiO Tahun 1999
tentang Pers secara tegas dan khusus memberikarapabiungsi kepada Dewan
Pers Pasal 15 Ayat 2 diantarartya:

* Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etiklisiik

 Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyateg@ngaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan deegaberitaan
pers.

13|bid. Hal. 44.
4 |bid. Hal. 27.
15 |bid. Hal. 45.



Dewan Pers ini merupakan lembaga yang melakukagapeaxsan terhadap
penegakan etika pers, sedangkan sanksi pelanggaramenjadi tanggungjawab
perusahaan atau organisasi pers. Karena itu DeesntiBak bekerja pada ranah
hukum. Tugas Dewan Pers adalah menjadi mediataraamtasyarakat dan pers
serta fasilitator untuk meningkatkan kualitas kese&ran pers.

Dewan Pers akan menguji dan mengkaji pengaduan tgakgit dengan
pemberitaan atau karya jurnalistik untuk kemudianentberikan penilaian
mengenai kualitas berita (karya jurnalistik) tergeldika diperlukan Dewan Pers
mengundang redaksi media bersangkut untuk menjasaab membela diri.
Selanjutnya akan dinilai apakah berita yang dimdkelah melanggar etika, atau
tidak profesional, atau sekedar tidak akdfat.

Bila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan pengolong berat,
Dewan Pers dapat memberikan penilaian dan me: faluaekomendasi berupa
teguran, peringatan keras atau sanksi moral. BEa'dagat merekomendasikan
agar media yang bersangkutan melakukan nermohoreaf secara terbuka
ditambah dengan pemuatan hak jawab atau oer.ullaag (sesuai permohonan
dari pihak yang mengadukan). Upaya sepziid unylaig pernah dilakukan oleh
Laksamana Sukardi ketika berhadapan dengan bebersmgulia cetak. la
membawa perkara ini ke Dewan Pers G7n ticak mejaltim ke pengadilal.

Menurut insan pers, mengakui kesalahan dengan ruemkgan pernyataan
permohonan maaf secara terbuka-kcegada pihak ydaly teerasa dirugikan
sesungguhnya sudah merupakan®.:uki.man yang ben&grbaangat berat. Sebab
hal itu menandakan tidak akuraiava herita ataudauynalistik yang disajikan
kepada pembacanya. Dan .ii“a hal ini berulang kalakdkan oleh pers,
kredibilitas pemberitaannya ('an :itra profesioaalivartawan (pengelola) media
cetak tersebut akan menurun, Bahkan bukan tidalgknmummedia cetak tersebut
ditinggal lari oleh pem>acanya dan ujung-ujungnyapad membangkrutkan
perusahaan pers itu seiidti,

Jadi apabila sececrang merasa dirinya telah dirugikas aemberitaan
media cetak atau i2lar tercemar nama baiknya tephaeimberitaan media cetak,
menurut Undang-c:dang Nomor 40 Tahun 1999 tentamgs Pnekanisme
penyelesaiannya uupat menggunakan Hak Jawab PAgat 2 serta mengajukan
permasalahannya kepada Dewan Pers Pasal 15, ddrlaagers tidak
melaksanakan Hak Jawab Pasal 5 Ayat 2 dipidanaadepiglana denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00. Mekanisme ini lah camagypaling tepat dalam
mengoreksi profesionalisme para jurnalis, sertasgso pemelajaran dan
pendewasaan demokrasi sekaligus menjaga dan memgeken kemerdekaan
pers.

Hukum pidana seringkali dianggap sebagidimum remedium dan juga
residu dari bidang hukum lain, setelah bidang huldienggap tidak mampu
menyelasaikan konflik yang timbul dalam masyarakaska disitulah hukum
pidana mulai difungsikan. Tidak berlebihan jika Y&k sekali peraturan

18 |bid. Hal. 48.
17 |bid. Hal. 49.
18 |bid. Hal. 50.



perundang-undangan yang sebenarnya bukan bidangmhpkdana memasuki
sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yapgg dijatuhkan. Disinilah arti
pidana sebagailtimum remedium yang sesungguhnya. Sanksi pidana baru dapat
dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi admini$tdatn sanksi perdata dianggap
tidak efektif atau tidak pernah dijalankan samaaek

2. Penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian perkartndak pidana
pencemaran nama baik oleh media cetak.

Selama dua tahun berikutnya, baik pada 2003 maw@®@4, peringkat
kebebasan pers Indonesia di antara negara-neg@aTAsggara merosot ke
posisi nomor empat dan nomor lima. Sedangkan kd@udyang terbaik bagi
kebebasan pers di Asia Tenggara digantikan olebraggng belum lama lahir,
Timor Lorosae, dan kemudian Papua Nugini. Padantédloun selanjutnya,
mulai tahun 2005 sampai 2010, ada perbaikan otamgleatan peringkat bagi
kebebasan pers Indonesia ke tingkat 3 dan 2 ' Pesiygara, walaupun tetap
masih lebih rendah dari pada tahun 28b2.

Berdasarkan kasus-kasus perkara tindan-pidana menme Nama Baik
oleh Media Cetak dalam pemberitaannya aapa. kitd Adanya perbedaan dalam
penyelesaian kasusnya, yang mana au: kasus yaygjgemannya menggunakan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1929 entang Perssdansisi penyelesaian
kasusnya menggunakan KUHP (Kital. Undang-Undang kiuRidana).

Suatu Undang-Undang aka’ u=rlaku didasarkan adanpadasas-asas
tertentu seperti Undang-Undangkriesds mengesangnngkdang-Undang yang
bersifat umum Iex specialis deroga iegl generali), maksudnya apabila ada dua
Undang-Undang yang setingkac.aan berlaku pada wadtsamaan serta saling
bertentangan, hakim menercpaxkan yang khusus damesmmpingkan yang
umum.

Dari kajian yana dua<ukan terhadap Undang-Undalmgnor 40 Tahun
1999 tentang Pers don retentuan lain bahwa darifikisofis, teoritis, dan
sosiologis, Undang-Crticang Nomor 40 Tahun 1999 mentders tergolondex
specialis, alasanya’"

Pertama, Perjc'asan Umum Undang-Undang Nomor 40nTA909 tentang
Pers menegaskaii bahwa Pasal 28 Undang-Undang D84&r secara tegas
menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, eleackan pikiran dengan
lisan dan tulisan.

Oleh karena itu, pers yang meliputi medi cetak, imetektronik dan media
lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengatlugnikiran dengan lisan
dan tulisan. Fungsi maksimal itu diperlukan kard&emerdekaan pers adalah
salah satu wujud kedaulatan rakyat dan merupakah satu unsur yang sangat

19 Erdianto EffendiHukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama : Bandung, 2011, Hal.
140.

20 http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_congriew=article&id=645:kebebasan-
pers-kita-merosot-&catid=4:kajian-media&ltemid=28@khir kali dikunjungi tanggal 07
Desember 2012).

2L Adi Sulistiyono, “Kebangkitan Nasional dan Kebaitgk Pers Indonesia”, (2008),
Makalah Seminar Persatuan Wartawan Indonesia Calzawg Tengah Semarang, Hal. 1.



penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa lErnegara yang
demokratis’?

Kedua, dari batang tubuh Undang-Undang Nomor 4Quita999 tentang
Pers ditemukan pengaturan secara lengkap tentamaksperaan kegiatan
jurnalistik sampai dengan mekanisme penyelesaianmasalahan akibat
pemberitaan pers. Pasal 1 Undang-Undang Nomor #0nTa999 tentang Pers
difokuskan pada pelaksanaan kegiatan jurnalisigdn rumusan bahwa Pers
adalah :

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yantpksamakan
kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperolememiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalanubetulisan, suara
dan gambar, serta data dan grafik maupun dalanulbdainnya dengan
menggunakan media cetak, media elektronik; danag¢gais saluran yang
tersedia”.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tenur. 1999 tentaags Pnengatur
cukup ringkas tetapi tegas Asas, Hak, Kcwea;ivamgBy peran pers dalam
melaksanakan kegiatan jurnalistik diatur da.am P3s3, 4, 5 dan 6 :

“Pasti 2

Kemerdekaan pers adalah saich satu wujud kedaulaleyat yang
berasaskan prinsip prinsip f=ra2krasi, keadilansdg@nemasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunye! fungsi sebagai media irdsrnpendidikan,
hiburan dan kontrol sosic!.

2. Disamping fungsi-fungs: tersebut Ayat (1), persioaal dapat berfungsi
sebagai lembaga e:-onomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaar. pers dijamin sebagai hak asasi waggaane

2. Terhadap pcers nasional tidak dikenakan penyensepeambredelan atau
pelaranaan penyiaran.

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional meyap hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasainfdrmasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depakunt
wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan dan opimngan
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaayanakat serta
asas praduga tak bersalah.

. Pers wajib melayani Hak Jawab.

. Pers wajib melayani Hak Tolak.

W N

2 Hinca IP Panjaitan, “Mengoptimalkan Peran DewamsPealam Dialog Pers dan
Hukum, Dewan Pers dan Unesco, 2004, Hal. 24-30.



Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagaitberik

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendororgwijudnya
supermasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta noengtt
kebhinekaan.

c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informeasy yepat,
akurat dan benar.

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saramagtap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum.

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran”.

Keempat, penyelesaian permasalahan akikai-nenwergars bermuara
pada pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak .<orcksi agtaaga dirumuskan
dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomzr 29 Ta888a tentang Pers.

Kelima, bila Pers tidak memberitaken eristiwva dapini dengan
menghormati norma-norma agama dan lasa kesusil@myanakat serta asas
praduga tak bersalah dan tidak melayani Haivuawatathu Hak Koreksi , dapat
dipidana dengan ancaman pidana dencca maksimalOR@@@.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

Keenam, pengaturan khusus hai:»4 Undang-Undang NéGndahun 1999
tentang Pers hanya mengatr pelaksanaan kegiatanaligtik dan
penyelesaiannya terlihat tegas calai» alinea tergdmnjelasan umumnya yang
menyatakan “Untuk menghindari. pengaturan yang turgpandih, Undang-
Undang ini tidak mengatur. ke entuan yang sudahudiatengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya”. Itu begetigaturan khusus tentang
pelaksanaan kegiatan jrrnalistik dan mekanisme glesgiannya diatur dalam
Undang-Undang Noma:4Q Tahun 1999 tentang Pers.

Pandangan lair.huerpendapat bahwa Undang-Undang MNambBahun 1999
tentang Pers bukar:'4&- specialis, alasanya®®

Pertama, masalah yang dikualifikasi sebagai béotaong, penistaan atau
pencemaran namez baik, dan sebagainya, yang ketejullkan kepada pers tidak
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 199%&tenPers, sehingga dapat
diberlakukan ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undandxitn Pidana).

Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentangs Rieak
memenuhi syarat formil dan materil tentang doktnmkum khusus sebagai
pengecualian atas hukum umum.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentamys Ptidak
memenuhi syarat yang disebs#if-contained regime. Yang dimaksudself-
contained regime adalah suatu kumpulan dengan ketentuan primeartgrgéuatu
hal yang dikaitkan dengan kumpulan ketentuan sekugdng harus didulukan
dari ketentuan sekunder yang ditetapkan dengannhugang berlaku umum.
Dalamregime semacam itu terdapat ketentuan khusus tentangkbadajiban dan

> | bid.
24 Adi Sulistiyono,loc. cit.
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kewenangan serta aturan yang bersangkutan dengainitadsi aturan tersebut,
termasuk aturan khusus mengenai pelanggaran. @tnaa hal itu terdapat dalam
suatu kumpulan peraturan, ia dapat diandgappecialis.

Keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentdags tidak
memenuhi persyaratan yang memungkin sebuah Undadgrd menjadiex
specialis, yaitu harus menampung sanksi-sanksi yang jelas keéanungkinan
pelanggaran yang timbul.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999rgrRars memang
tardapat hak, kewajiban, kewenangan dan aturanukhtsntang bagaimana
pelanggaran. Namun, yang diatur dalam Undang-Undéliorgor 40 Tahun 1999
tentang Pers adalah masalah hak jawab, suatu hekiklyang tidak diatur dalam
aturan umum manapun.

Kalau hak jawab mau disebléx specialis, dala:» hal ini Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berhaucoagath suatlex generalis
yang mengatur hal yang sama secara umum. UnrdangAgndomor 40 Tahun
1999 tentang Pers tidak memenuhi persyara‘an ‘eleagpecialis karena tidak
menarr;g)ung sanksi-sanksi yang jelas cari. nemungkipalanggaran yang
timbul.

Perdebatan tersebut sebenarnva ‘elak terjawabméajuk pada putusan
Mahkamah Agung No. 1608/PID/20%2. ualam salah $sal pertimbangan
hukumnya ditegaskan bahwa: Seccra ‘ilosofi, berdasaPasal 3, 4 dan 6
Undang-Undang Nomor 40 Tahun'19t9 tentang Pers :

Pasal 3
1. Pers nasional memp:ava fungsi sebagai media irdsirnpendidikan,
hiburan dan konrol susial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut Ayat (1), persioaal dapat berfungsi
sebagai lembaga-=2xonomi.

Pasal 4
. Kemerdekaar pirs dijamin sebagai hak asasi waggaane
. Terhadap ers nasional tidak dikenakan penyensepeanbredelan atau
pelarangc i 2nyiaran.

N -

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional meyap hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasanfdamasi.

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depakunt
wartawan mempunyai hak tolak.

Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagaitberik
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendororggwujudnya
supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta memgto
kebhinekaan.

%5 Nono Anwar Makarim, Kebebasan Pers dan Hukum’, 2004, Dialog Pers dan Hukum,
Dewan Pers dan UNESCO, Hal. 49.
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c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informeasy yepat,
akurat dan benar.

d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saramagtap hal-hal yang
berkaitan dengan kepentingan umum.

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai lgpl@mpat dalam Negara
demokrasi meskipun Undang-Undang pers belum mampembarikan
perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidakya ketentuan pidana
dalam Undang-undang tersebut dan diberlakukan ketenrKUHP, maka agar
perlindungan hukum terhadap insan pers bukan mkanpampian, maka
diperlukan improvisasi dalam penegakkan hukum dakdehk pers dengan
menciptakan yurisprudensi yang mampu mencakamodasi menempatkan
Undang-undang pers sebadax specialis derog:st 1agi lex generali (suatu
peraturan perundang-undangan yang bersifat !\hucagesampingkan ketentuan
perundang-undangan yang bersifat umén).

Dalam sejarahnya, aturan tentang fencz2maran naikadipakai untuk
melindungi kekuasaan dari kritik atatc.-kontrol maakat. Ketentuan tersebut
selanjutnya dipakai untuk mengatur ftnoh atau peraran nama baik yang
melibatkan individu, Jadi pada dasainya ketentuamc@&maran Nama Baik atau
fitnah yang tercantum dalam KUaAr, (Kitab Undang-UrgleHukum Pidana)
Indonesia itu sejatinya adalah:awir=n hukum di mBsaawi Kuno, yang
tujuanzr71ya untuk memberangus ‘awvan-lawan politiki déegkaisaran Romawi
Kuno:

Saat ini di Belanda tunweta’i terhadap jurnalis saicemaran Nama Baik
merupakan hal yang sangat ‘arang terjadi. Biasanytutan pidana dilakukan
terhadap orang atau ke:nnpok yang menyebarkan &etvematau diskriminasi,
bukan terhadap jurnai’s. iialaupun ada tuntutannaid@iasanya hukuman yang
diberikan adalah derii, bukan pidana perfara.

Perlu untuk< uni2tahui sudah banyak negara-negaraduhia yang
menghapuskan k=i2atuan penghinaan dan atau perecemama baik ini KUHP
(Kitab Undang-uUiicang Hukum Pidana) negara-negasatiet, mengutip catatan
yang dibuat oleh Atmakusumah Astraatmadja yang atahcperkembangan
hukugn9 pidana di seluruh dunia terkait dengan pevagin atau pencemaran nama
baik :

* HONDURAS (19/5/2005)

Menghapus pasal penghinaans(lt, desacato) dari Undang-Undang
Pidana.

?® | bid. hal. 29.

2" Wawan Tunggul AlamPencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata Dan Dunia
Internet, Wartavena, Jakarta : 2012, Hal. 90.

*% |bid. Hal. 98.

2 http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_14 2008.pdf. (taia kali dikunjungi tanggal 13

November 2012).
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* ARGENTINA
Menghapus pasal penghinaans(lt, desacato) dari Undang-Undang
Pidana.

* PARAGUAY
Menghapus pasal penghinaans(lt, desacato) dari Undang-Undang
Pidana.

* KOSTA RIKA
Menghapus pasal penghinaans(lt, desacato) dari Undang-Undang
Pidana.

* PERU
Menghapus pasal penghinaans(lt, desacato) dari Undang-Undang
Pidana.

* GUATEMALA
Mahkamah Konstitusi Guatemala, per.padilan tertirdignegeri itu,
pada 3 Februari 2006 menghi pus pasal-pasal hukurtante
penghinaan ifsult, desacato), yai‘u pasal 411, 412, dan 413, dari
Undang-Undang Pidana. Mahkemzn Konstitusi berpeatdbphwa
pasal-pasal hukum "yana aengkriminalisasikan -elssptelaklah
konstitusional dan menghir “ecebasan berekspresi”.
Sebelumnya, pada bulan.Juii 2005, Mahkamah Kosstiiatuk
sementara tidak memburlakukan pasal-pasal pidanatantg
penghinaan serta pasal-pasal tentang "menyinggeragaandffend)
atau mencemarkan ncina pastaQder) pejabat pemerintah,” yang
dapat dikenai hukiiman penjara antara enam bulatigiatahun.

« REPUBLIK AFRIKA TEMNGAH (25/11/2004)
Menghapus pcsai Undang-Undang Pers tentang pemanjar
wartawan dalam pekerjaan jurnalistik yang menyahgiancemaran
nama baik gefamation) dan kabar bohonda]se news).

* KROASIA (16/712904)
Menghapus pasal pencemaran nama bdéfaifation) dan pasal
fitnah (nscit) dari Undang-Undang Pidana.

* GHANA
Menghapus Undang-Undang yang menganggap pencennaraa
baik (defamation) sebagai kejahatan (kriminalisasi pencemaran nama
baik).

* UGANDA
Menetapkan bahwa pasal hukum tentang kabar boHalsg (ews)
tidak sesuai dengan standar internasional meng&ebebasan
berekspresi.

* JORDANIA
Rancangan Undang-Undang Pers dan Publikasi yangutissejak
tahun 2004 menghapus ketentuan tentang penahangedeenjaraan
bagi pelanggaran hukum pers (atau apa yang disémjhhatan
pers”). Selain itu, Rancangan Undang-Undang iningyaakan
menggantikan undang-undang yang berlaku sekaramggumangi
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jumlah pembatasan bagi isi media yang boleh digablkan dan
menghapus kemungkinan pemberedelan.

* MOLDOVA, UKRAINA dan NEDERLAND (sudah sejak 1992)
Menghapus pasal Undang-Undang Pidana tentang peraghinsult).

* MEKSIKO
Rancangan Undang-Undang dekriminalisasi pencemaaama baik
dan fitnah disetujui parlemen dan Senat, April 2006

* MACEDONIA
Amandemen Undang-Undang Pidana yang tidak lagi mprakan
pelanggaran pasal pencemaran nama lflarGation) disetujui oleh
parlemen pada 10 Mei 2006 dan berlaku mulai 23 [2@06.
Memindahkan pasal hukum dari pidana ke perdata atau
mempertahankan sanksi perdata.

* ETHIOPIA (berita disiarkan 30/9/2004)
Menghapus pasal sanksi pidana_berupa hukuman perjagi
wartawan karena karya jurnalistik1ya dan mengahhlga menjadi
pasal perdata dengan sanksi deiida yang ringan.aDengun hanya
menyangkut masalah pelanggaran. prosedur, bukamaase media
pers.

* TOGO (24/8/2004)
Menghapus sanksi pidanc. p:njara bagi pelanggaraal pentang
pencemaran nama baitk (an.ation) dan penghinaanrsult).

* EL SALVADOR (12/11/2002)
Para hakim dan para \artawan bersepakat untuk rkemiealisasi
kasus fithah atais p=ncemaran nama badikel( offenses) yang
dilakukan oleh pers:*Dengan demikian, kasus pen@maama baik
oleh pers tidak ‘agi diperlakukan sebagai perkadgana, melainkan
sebagai perkaia perdata.

* TIMOR LESTE '\ OROSAE) (7/9/2000)
Pasal tenteny penghinaan (Pasal 310-321 KUHPidatanésia yang
masih Larlaku di Timor Lorosae) tidak diberlakuksebagai pasal
pidana, riiclainkan sebagai pasal perdata.
Ketentuan ini dimuat dalam Perintah Eksekutif Nor@600 bulan 2
tentang Pencabutan Status Pidana Tindak Pencemaanra Baik
(Executive Order on the Decriminalization of Defamation). Perintah
itu dikeluarkan 7 September 2000 oleh pimpinan Renahan
Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor TifuiNTAET),
Sergio Vieira de Mello, tokoh PBB yang tewas kareaengan bom
bunuh diri di Bagdad 19 Agustus 2003.
Konstitusi Republik Demokrasi Timor Lorosa’e meraksn pada
Pasal 41 tentang Kebebasan Pers dan Media Masshebidsan pers
dan media massa yang lain dijamin” dan “Negara akamjamin
kebebasan serta independensi media massa publikkelkuwatan-
kekuatan politik dan ekonomi”.
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* AMERIKA SERIKAT
Awal abad ke-20datatan November 2003: 33 dari 50 negara bagian
tidak memidanakan perkatébel; masih ada 17 negara bagian yang
mempertahankan pasal pidana uribi).

* JEPANG, SRI LANGKA, GEORGIA dan BOSNIA-HERZEGOVMN
Rencana dan usul menghapus sanksi pidana penjarapasal
pencemaran nama baik.

* MAROKO (Juni 2005)

Rencana menghapus pasal Undang-Undang Pers testmi
hukuman penjara bagi wartawan karena karya jutitadig. Kritik
terhadap raja juga akan dilindungi dalam perubabasal undang-
undang ini.

* MESIR (23/2/2004)

Janji Presiden Hosni Mubarak untuk merahapus san#ana penjara
bagi kasus pencemaran nama bdéamaiion).

* FILIPINA (Oktober 2003)

Usul tiga anggota parlemen uviiiuk™ menghapus pasahhfi atau
pencemaran nama bailkibgl) dari 'Jndang-Undang Pidana. Para
pengusul: Ted Failon dari Lete can Teodoro L. imcdr. dari Kota
Makati, keduanya mantan z.2kusi media pers; dedmaldo Zamora
dari San Juan.

* ALBANIA, KOSOVO, RUMANIF dan SERBIA-MONTENEGRO
Mahkamah HAM menihawkan vonis Pengadilan Pidana.

« Mahkamah Hak Asasi Mai'usia Antar-Amerika (Intanérican Court of

Human Rights, IACHR) pada 2/7/2004.
Membatalkan vonis+ierkara pencemaran nama laflaniation) di
Pengadilan Pidcnha“Kosta Rika karena dianggap ngdart§onvensi
Amerika tenteny HAM. Vonis pengadilan dijatuhkan paéda
wartawan Mauricio Herrera Ulloa dari surat kabaidrala Nacion.

Jadi sudah tidan relevan lagi jika dalam KUHP (Kitdindang-Undang
Hukum Pidana) rhac'h memuat Pasal 310 KUHP (Kitadddg-Undang Hukum
Pidana) tentang pencemaran nama baik, yang menpgasip persamaan di
depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikeanpdan pendapat,
kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastiaorhuk

D. Penutup
1. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemzaara baik oleh
media cetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40nTaB@9 tentang Pers,
mekanisme penyelesaiannya dapat menggunakan PAgat 2 yaitu Hak Jawab
serta mengajukan permasalahannya kepada DewarPReas 15. Apabila pers
tidak menaati ketentuan pengguna hak jawab Pa&gh62, dalam arti pers tidak
mau menjalankan perintah yang telah diwajibkanrddlimdang-Undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers, pers dapat diancanandémjentuan pidana Pasal
18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tenfaeig, yaitu dipidana
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dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.0@0m0a ratus juta rupiah).
Hukum pidana seringkali dianggap sebadaimum remedium dan juga residu
dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum diapggidak mampu
menyelasaikan konflik yang timbul dalam masyarakaska disitulah hukum
pidana mulai difungsikan.

Penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian petikadlak pidana
pencemaran nama baik oleh media cetak ternyatayadaerbedaan pendapat
hakim dalam menerapkan hukuman ada yang menggundkdang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ada yang meaggn KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut penulis dafemnyelesaian perkara
tindak pidana pencemaran nama baik oleh media betekn harus menggunakan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persn&atindang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers addkah specialis dari KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) serta merujuk padaspaotiahkamah Agung
No. 1608/PID/2005.

2. Saran

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomo.+40 Tahun 199@ug Pers beserta
penjelasannya yang dinilai terutame. ¢.2h lalangars,psebagai rambu-rambu
hukum untuk kemerdekaan dan kebelLazan pers yanigkohya harus diperjelas
dan dipersempit untuk ditafsirkan sevars hukummdadati lebih terperinci lagi
kriteria apa saja yang tergolong mingi:ormati nonor@a agama dan kesusilaan
masyarakat serta asas praduga lc< bersalah itur mgayarakat non pers
mendapatkan gambaran dan ‘Kepastian hukum tentarakalap tindakan
penghinaan, pencemaran nimea baik, menyatakan p#mamusian sebagainya
termasuk pelanggaran oleh peis atau tidak.

Persoalan apakah®'"dang-Undang Nomor 40 Tahun 1€%8ng Pers
tersebut tergolongex«spcialis derogat legi lex generalis (hukum khusus
mengesampingkan lu!s:m yang berlaku umum) ataukkhnbitu harus segera
dituntaskan. Sebhai-. hal ini  nantinya membawa korgeku dan
pertanggungjawe’z2n. hukum yang diterima oleh persmpérjelas kedudukan
pers dimata huka:ini menjadi sangat penting. Seyeahbidak lain adalah bahwa
hal ini dapat menjadi keadialan dan kepastian hulaagi insan pers dan
masyarakat. Tidak akan adalagi kerancuan dalampmetgtasi hukum, baik pada
pihak pers maupun pada pihak masyarakat yang metiasgikan oleh isi
pemberitaan pers.
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